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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157/PMK.010/2021 
TENTANG  

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN  

PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERTAS SIGARET D 

AN KERTAS PLUG WRAP NON-POROUS 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2022 

 

Pasal 1 *) 

Terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang termasuk dalam pos tarif 
4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex48 13.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91, dan 
ex4813.90.99 dengan uraian barang:  

a. kertas sigaret/tobacco wrapping paper yang merupakan suatu jenis kertas yang digunakan sebagai 
pembungkus tembakau beserta campurannya, untuk dibentuk menjadi batang rokok; dan 

b. kertas plug wrap non-porous yang merupakan lapisan terluar dari filter plug rokok yang 
membungkus filter dengan nilai porositas maksimal 12 cm3 (min−1. cm−2) berdasarkan 
Permeabilitas Udara CORESTA,  

dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. 

 

Pasal 2 

Bea Masuk Tindakan Pengamanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikehakan selama 2 (dua) 
tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 3 

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi 
dari semua negara, kecuali terhadap produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang 
diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

(1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:  
a. tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau  
b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang 

internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema 
perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema 
perjanjian perdagangan barang internasional. 

(2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi atau 
sedang dilakukan permintaan Retroactive Check, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas 
importasi dari negara yang termasuk dalam skema perJanJian perdagangan barang internasional 
sebagaimana diniaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most 
Favoured Nation). 
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Pasal 5 

(1) Terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang diproduksi dari negara 
yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). 

(2) Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) preferensi, penelitian Surat Keterangan 
Asal (Certificate of Origin) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 
tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang 
Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.  

(3) Dalam hal Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
menggunakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) non preferensi, penelitian Surat 
Keterangan Asal (Certificate of Origin) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan. 
 

Pasal 6 

(1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku 
sepenuhnya terhadap barang impor kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous yang:  
a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor 

Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean 
dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau  

b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban 
pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengaJuan pemberitahuan 
pabean.  

(2) Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau 
pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat 
Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus. 
 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 
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CATATAN 
 

 

 

PASAL II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk 
Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-
Porous: 

https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/4ec053ac-9d61-4be0-3f9a-08da12caba33
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LAMPIRAN 
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